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ABSTRAK 
Penelitian ini membahas mengenai pentingnya politik Islam dalam pembangunan bangsa. 

Implementasi etika politik Islam dalam konteks lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki 

signifikansi yang mendalam dalam menjalankan fungsi legislatif berdasarkan prinsip-prinsip moral 

dan nilai-nilai Islam. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip keadilan dalam Islam dapat 

diterapkan dalam pembentukan kebijakan, pengambilan keputusan, dan tindakan legislasi yang adil 

dan berdaya guna. Etika politik Islam memandu anggota DPR untuk bertindak secara jujur, adil, dan 

transparan dalam memenuhi kewajiban mereka kepada rakyat. Meskipun dihadapkan pada berbagai 

tantangan kontemporer dan keragaman penafsiran terhadap nilai-nilai Islam, pentingnya etika politik 

ini dalam membangun sistem politik yang stabil, adil, dan berkelanjutan tidak dapat dipandang 

remeh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif-interpretatif dengan melakukan 

studi literatur dari beberapa sumber primer dan sekunder. Data yang diperoleh akan dikumpulkan, 

dipelajari, dan disitesis untuk kemudian dianalisis secara seksama guna mendapatkan jawaban atas 

permasalahan yang diajukan. 

Kata Kunci: Etika Politik Islam, Keadilan, DPR. 

 

ABSTRACT 
This research discusses the importance of Islamic politics in nation building.The implementation of 

Islamic political ethics in the context of the House of Representatives (DPR) institution has deep 

significance in carrying out legislative functions based on moral principles and Islamic values. This 

research examines how the principles of justice in Islam can be applied in policy formation, decision 

making and legislative action that are fair and effective. Islamic political ethics guides DPR 

members to act honestly, fairly and transparently in fulfilling their obligations to the people. Despite 

being faced with various contemporary challenges and diverse interpretations of Islamic values, the 

importance of this political ethic in building a stable, just and sustainable political system cannot 

be underestimated. The research method used is a qualitative-interpretive method by conducting 

literature studies from several primary and secondary sources. The data obtained will be collected, 

studied and synthesized and then analyzed carefully to get answers to the problems posed. 

Keywords: Islamic Political Ethics, Justice, DPR. 

 

PENDAHULUAN 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti etika dibedakan menjadi tiga. Pertama, 

ilmu tentang sesuatu yang baik dan yang buruk, serta mengenai hak dan kewajiban moral 

(akhlak). Kedua, gabungan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak. Ketiga, nilai 

mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan dan masyarakat.  

Kebebasan merupakan hak yang imanen dengan keberadaan setiap individu sebagai 

seorang manusia sebagai makhluk yang memiliki akal budi, manusia, harus memiliki 

perilaku/tindakan yang baik. Hal demikian menjadi keniscayaan agar kehidupan manusia di 

tengah manusia lainnya dapat berjalan dengan baik, aman, serta nyaman, dimana tiap 

manusia akan tertanan sikap untuk saling membantu dan menghargai satu dengan lainnya. 

Dalam konteks inilah kemudian manusia menjadi makhluk beretika.  Manusia adalah 
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makhluk ethos andmores, namun sayangnya tidak semua menyadari akan hal itu, sehingga 

tidak jarang banyak tergelincir dalam hal-hal yang menyimpang dari nilai kemakhlukannya 

sebagai insan yang beretika dan bermoral.   

Implementasi etika politik Islam dalam konteks lembaga Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) mengandung signifikansi yang mendalam dalam menjalankan fungsi negara 

berdasarkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai Islam. Sebagai lembaga legislatif yang 

mewakili suara rakyat, DPR memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan keadilan, 

keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial yang diharapkan dalam ajaran Islam.  

Islam sebagai agama universal tidak hanya menekankan pada hubungan individu 

dengan Tuhan, tetapi juga mengatur aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam 

konteks politik, etika Islam menuntut agar setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh 

pemimpin dan wakil rakyat harus sejalan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan 

kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, implementasi etika politik Islam tidak hanya 

menjadi kewajiban moral, tetapi juga keharusan dalam menjalankan urusan publik secara 

adil dan berintegritas.  

Sejarah politik Islam memberikan landasan penting bagi pengembangan etika politik 

yang mencakup prinsip-prinsip keadilan dan pemerintahan yang baik. Mulai dari masa 

kehidupan Nabi Muhammad saw.  yang menunjukkan teladan kepemimpinan yang adil, 

hingga masa-masa khalifah-khalifah Rasyidin yang dikenal dengan keadilan mereka dalam 

mengelola urusan umat, Islam telah menyediakan model-model yang relevan bagi praktik 

politik kontemporer.  

Filosofi politik Islam juga memberikan kontribusi penting, dengan mengembangkan 

gagasan tentang keadilan sosial, kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat, serta 

pentingnya konsultasi (syura) dalam pengambilan keputusan politik. Konsep-konsep ini 

tidak hanya bersifat teoretis, tetapi telah diimplementasikan dalam praktik politik di 

berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim.  

Namun, implementasi etika politik Islam dalam DPR juga dihadapkan pada berbagai 

tantangan kontemporer. Globalisasi, modernisasi, dan dinamika politik internal negara-

negara Muslim sering kali menimbulkan konflik antara prinsip-prinsip Islam dan tuntutan-

tuntutan kontemporer. Selain itu, isu-isu seperti korupsi, nepotisme, dan kurangnya 

akuntabilitas sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan visi politik Islam yang ideal. 

Di samping itu, keragaman dalam penafsiran terhadap prinsip-prinsip Islam juga 

menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi etika politik dalam konteks DPR. 

Berbagai aliran dan pandangan dalam Islam sering kali memiliki interpretasi yang berbeda 

terhadap nilai-nilai politik, yang dapat mempengaruhi cara pandang terhadap keadilan dan 

tanggung jawab sosial.  

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan relevansi isu ini, tujuan dari tulisan ini 

adalah untuk menjelaskan esensi aspek keadilan dalam implementasi etika politik Islam 

terhadap DPR. Melalui analisis mendalam, kita akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-

prinsip keadilan dalam Islam dapat diaplikasikan dalam pembentukan kebijakan, 

pengambilan keputusan, dan tindakan legislasi yang adil dan berdaya guna. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih 

dalam tentang hubungan antara Islam dan politik dalam konteks legislatif, tetapi juga 

mengilustrasikan pentingnya membangun sistem politik yang berdasarkan nilai-nilai 

universal keadilan, sesuai dengan ajaran agama Islam yang menghormati pluralisme dan 

keberagaman masyarakat.  

Etika politik adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan dan 

evolusi sebuah bangsa. Hal ini mengacu pada kajian tentang prinsip-prinsip moral dan nilai-

nilai yang membimbing perilaku politik, baik oleh individu maupun oleh lembaga-lembaga 
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pemerintah. Dalam sebuah konteks politik, etika menuntut refleksi moral tentang tindakan 

dan keputusan yang diambil dalam mengelola kepentingan publik.  

Pentingnya   etika   politik   dalam   pembangunan   bangsa   tidak   dapat   diabaikan.   

Didalamnya   terdapat   implikasi   langsung   terhadap   proses   pengambilan   keputusan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta membangun kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga-lembaga politik. Secara esensial, etika politik menentukan jalan bagi 

pemimpin dan negara dalam menjalankan tugas mereka secara adil, transparan, dan 

bertanggung jawab. 

Dalam setiap fase pembangunan suatu bangsa, etika politik memainkan peran yang 

sangat   penting.   Pada   tahap   awal,   ketika   sebuah   bangsa   baru   merdeka   atau   

sedang berusaha   membangun   sistem   politiknya,   etika   politik   memandu   proses   

pembentukan konstitusi, pembuatan undang-undang, serta penataan lembaga-lembaga 

pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral.   

Dalam konteks global yang semakin terinter koneksi, etika politik juga menjadi dasar 

bagi   hubungan   antar bangsa   yang   saling   menguntungkan.   Kedaulatan   negara   harus 

dihormati, sementara pada saat yang sama, kepentingan bersama dan kerja sama antar 

bangsa harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang mendasar, termasuk persamaan 

keadilan, dan perdamaian.  

Dengan   demikian, dapat   disimpulkan   bahwa   pentingnya   etika   politik   dalam 

pembangunan   bangsa   tidak   bisa   dilebih-lebihkan.   Etika   politik   bukan   hanya   

menjadi landasan moral bagi tindakan politik, tetapi juga merupakan kunci untuk 

menciptakan tatanan politik yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Dengan memprioritaskan 

prinsip-prinsip   moral   dalam   setiap   keputusan   dan   tindakan   politik,   sebuah   bangsa   

dapat memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warganya, serta berkontribusi 

pada perdamaian dan kemajuan global. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian library research yaitu 

penelitian dengan studi pustaka sebagai bahan rujukan utama dalam penelitian. Peneliti 

menggunakan literatur bacaan seperti jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan judul yang 

dibahas, serta buku-buku maupun dokumen-dokumen yang relevan. Setelah mengumpulkan 

bahan bacaan, selanjutnya peneliti meninjau kembali hal hal yang perlu di analisis dan dikaji 

kembali sesuai dengan pemahaman yang peneliti dapatkan. Pada penelitian ini, penulis 

menggunakan pendekatan normatif yuridis dan nomatif syar’i, dengan menfokuskan pada 

pengkajian ayat-ayat, hadis, hasil ijtihad ulama dan data-data lainnya yang amat relevan 

dengan penelitian, sehingga penulis dapat menuturkan pokok-pokok pembahasan 

kesimpulan serta implikasi pada penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Implementasi prinsip-prinsip etika politik islam pada lembaga dewan perwakilan 

rakyat.  

 

Etika politik dalam DPR mencakup prinsip-prinsip moral dan perilaku yang 

diharapkan dari anggota DPR dalam menjalankan tugas mereka sebagai perwakilan rakyat. 

Berikut adalah beberapa aspek penting dari etika politik dalam DPR: 

1. Kehormatan dan Integritas: Anggota DPR diharapkan menjaga tinggi integritas dan 

kehormatan dalam semua aspek kehidupan pribadi dan publik mereka. Hal ini mencakup 

menghindari konflik kepentingan, menolak gratifikasi, dan menjalankan tugas dengan 

penuh tanggung jawab kepada rakyat yang mereka wakili.  
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Tugas-tugas seorang anggota DPR menuntut mereka untuk memelihara standar tinggi 

dalam integritas dan kehormatan, baik dalam kehidupan pribadi maupun publik mereka. 

Salah satu aspek krusial dalam menjalankan peran ini adalah menghindari konflik 

kepentingan. Anggota DPR diharapkan untuk menjaga agar kepentingan pribadi atau 

kelompok tidak mempengaruhi keputusan atau tindakan yang mereka ambil sebagai wakil 

rakyat. Dengan kata lain, mereka harus tetap fokus pada kepentingan masyarakat yang 

mereka perwakili, menjauhkan diri dari situasi yang dapat mempengaruhi objektivitas dan 

kualitas keputusan mereka. 

Selain itu, anggota DPR juga diharapkan untuk menolak gratifikasi. Gratifikasi atau 

pemberian yang mungkin diterima dari pihak lain dapat membahayakan integritas mereka 

dan mempengaruhi independensi dalam menjalankan tugas sebagai legislator. Dengan 

menolak gratifikasi, mereka menegaskan komitmen mereka untuk bertindak atas dasar 

prinsip dan hukum, bukan kepentingan pribadi atau materi. 

Integritas juga tercermin dalam tanggung jawab mereka kepada rakyat yang mereka 

wakili. Sebagai pembuat kebijakan, mereka memiliki kewajiban moral dan etis untuk 

menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas. Ini berarti 

mereka harus selalu bertindak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang 

memilih mereka untuk mewakili suara dan kepentingan mereka di tingkat legislatif. Dengan 

menjalankan tugas ini dengan integritas yang tinggi, anggota DPR tidak hanya membangun 

kepercayaan publik tetapi juga memastikan bahwa keputusan mereka benar-benar 

mencerminkan kepentingan masyarakat yang luas, bukan sekadar kelompok atau 

kepentingan individual tertentu. 

2. Transparansi dan Akuntabilitas: Etika politik menuntut adanya transparansi dalam 

proses legislatif dan penggunaan anggaran. Informasi mengenai keputusan-keputusan 

dan kebijakan yang dibuat harus tersedia untuk publik. Anggota DPR juga harus siap 

dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka di hadapan rakyat.  

Dalam konteks etika politik, transparansi dan akuntabilitas memainkan peran penting 

dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Transparansi 

mengharuskan bahwa setiap langkah dalam proses legislatif, termasuk penggunaan 

anggaran, dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi mengenai 

keputusan-keputusan dan kebijakan yang dihasilkan harus mudah diakses oleh publik, 

memungkinkan masyarakat untuk memahami dan menilai kinerja anggota DPR. Di samping 

itu, akuntabilitas menjadi prinsip yang tak terpisahkan, di mana anggota DPR harus siap 

untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada rakyat yang mereka wakili. Ini 

mencakup menghadapi pertanyaan, kritik, dan evaluasi atas keputusan-keputusan yang 

dibuat dalam kapasitas mereka sebagai pembuat kebijakan. Dengan menerapkan 

transparansi dan akuntabilitas secara konsisten, anggota DPR tidak hanya membangun 

fondasi yang kuat untuk integritas lembaga legislatif, tetapi juga memastikan bahwa 

representasi dan keputusan yang mereka hasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan 

dan aspirasi rakyat Indonesia secara luas. 

3. Representasi dan Pelayanan Publik: Sebagai perwakilan rakyat, anggota DPR 

memiliki tanggung jawab untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan 

masyarakat yang mereka wakili. Hal ini mencakup melakukan pelayanan publik dengan 

baik, serta berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Sebagai wakil rakyat, anggota DPR bertanggung jawab tidak hanya untuk 

menyuarakan, tetapi juga untuk mengambil langkah konkret dalam memperjuangkan 

kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Tugas ini meliputi kewajiban untuk 

mengartikulasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di dalam gedung legislatif, serta 

untuk memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang dihasilkan secara efektif memenuhi 
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kepentingan masyarakat luas. Selain itu, tanggung jawab mereka juga meliputi pelayanan 

publik yang berkualitas, yang mencakup responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi 

oleh konstituennya dan menyediakan bantuan yang dibutuhkan. Dengan berperan aktif 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, anggota DPR tidak hanya menjalankan 

fungsi legislatif, tetapi juga menjadi agen perubahan yang berperan penting dalam 

menciptakan dampak positif bagi rakyat yang mereka wakili. 

4. Etika Berbicara dan Berperilaku: Dalam setiap interaksi di DPR, anggota harus 

menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati pendapat anggota lainnya. Mereka 

harus menjauhi diskusi yang bersifat memecah belah atau provokatif, serta menunjukkan 

perilaku yang mencerminkan martabat lembaga legislatif.  

Dalam setiap sesi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), setiap anggota diberikan 

tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa interaksi mereka mencerminkan etika 

dan tata krama yang tinggi. Hal ini tidak hanya mencakup penggunaan bahasa yang sopan 

dan penuh penghormatan terhadap pendapat sesama anggota, tetapi juga menuntut mereka 

untuk menjauhi segala bentuk diskusi yang dapat memecah belah atau menghasut. 

Keberadaan di ruang legislatif mengharuskan mereka untuk mengedepankan dialog yang 

konstruktif, di mana setiap pandangan didengar dengan serius dan dipertimbangkan secara 

adil. Pentingnya menjaga martabat lembaga legislatif tidak hanya terletak pada representasi 

publik yang baik, tetapi juga dalam membangun kerja sama antaranggota yang harmonis 

untuk mencapai tujuan bersama dalam melayani kepentingan masyarakat. 

Setiap perilaku yang ditunjukkan oleh anggota DPR seharusnya menjadi contoh yang 

baik bagi masyarakat, menunjukkan dedikasi mereka terhadap tugas dan tanggung jawab 

sebagai wakil rakyat. Ini mencakup sikap yang transparan, bertanggung jawab, dan 

berorientasi pada hasil yang dapat membawa manfaat konkret bagi rakyat. Dengan 

mematuhi prinsip-prinsip ini, anggota DPR bukan hanya menjalankan fungsi legislasi, tetapi 

juga membangun fondasi yang kuat untuk kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif 

secara keseluruhan. Dengan demikian, setiap interaksi di DPR bukan hanya sekadar 

pertemuan formal, tetapi juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan komitmen 

mereka terhadap nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kehormatan dalam mewujudkan 

pemerintahan yang baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya. 

5. Kolaborasi dan Konsensus: Meskipun terdapat perbedaan pendapat, anggota DPR 

diharapkan untuk bekerja sama dengan anggota lainnya untuk mencapai konsensus 

dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi antarfraksi dan partai politik menjadi hal 

penting dalam mencapai hasil yang optimal bagi kepentingan bersama.  

Meskipun setiap anggota DPR dapat memiliki perbedaan pendapat yang signifikan, 

mereka diminta untuk bekerja sama dengan anggota lainnya dalam semangat kolaborasi 

untuk mencapai konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Ini berarti menghargai 

dan mengintegrasikan berbagai sudut pandang dan kepentingan dari berbagai fraksi dan 

partai politik untuk mencapai hasil yang paling menguntungkan bagi masyarakat yang 

mereka wakili. Kolaborasi yang efektif tidak hanya menjamin representasi yang inklusif dan 

adil dari berbagai perspektif dalam proses legislasi, tetapi juga memperkuat legitimasi 

keputusan yang dihasilkan oleh DPR. Dengan bekerja bersama lintas fraksi dan partai 

politik, anggota DPR mampu menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif dan 

mendukung, yang merupakan cermin dari komitmen mereka terhadap pelayanan masyarakat 

dan kepentingan bersama dalam sistem demokrasi. 

6. Penghormatan terhadap Proses Hukum dan Konstitusi: Sebagai bagian dari 

lembaga negara, anggota DPR harus menghormati dan mematuhi aturan hukum serta 

prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi. Mereka memiliki peran penting dalam 

memastikan supremasi hukum dan keadilan di dalam negara.  
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Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mereka memiliki tanggung jawab 

yang besar untuk menghormati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku serta prinsip-

prinsip yang tertuang dalam konstitusi. Peran mereka tidak hanya terbatas pada membuat 

dan mengesahkan undang-undang, tetapi juga dalam memastikan supremasi hukum dan 

menjaga keadilan di seluruh negara. Dengan mematuhi aturan hukum dan mengikuti 

ketentuan konstitusi, anggota DPR menegaskan komitmennya untuk bertindak sesuai 

dengan norma-norma yang mengatur tata kelola negara secara adil dan transparan. Mereka 

bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi legislatif mereka dengan penuh integritas, 

menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara, serta melindungi hak-hak dan 

kebebasan warga negara sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi. Dengan demikian, 

partisipasi mereka dalam proses legislasi tidak hanya membangun fondasi hukum yang 

kokoh, tetapi juga mencerminkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi 

dan keadilan di Indonesia. 

Penerapan etika politik yang kuat dalam DPR tidak hanya penting untuk membangun 

kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, tetapi juga untuk memperkuat demokrasi 

dan menjaga prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan negara. 

 

 

 

B. Keutamaan etika politik Islam pada lembaga dewan perwakilan rakyat  

 

Banyak istilah yang menyangkut konteks ilmiah, istilah "etika" pun berasal dari 

bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: 

tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang, habitat; kebiasaan, ini mengubah lagi 

penjelasannya ten tang kata "etika". Sejak edisi ke-2 ( 1991) KBBI memberikan dua entri 

yang berbeda: "etik'' (dalam edisi 1988 belum ada) dan "etile'. "Etik" meliputi arti ke-2 dan 

ke-3 dari "etika" dalam edisi 1988, sedangkan "etika" dikhususkan untuk ilmunya.  

 Tentu, pada masyarakat di belahan dunia manapun, terdapat nilai-nilai dasar perilaku 

yang secara umum diakui sebagai norma yang harus dipatuhi, selain peraturan atau norma 

hukum. Norma tersebut biasa disebut etika. Etika dalam arti sempit sering dipahami 

masyarakat sebagai sopan santun. Sedangkan etika secara umum/luas adalah suatu norma 

atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang 

terkait dengan sifat baik dan buruk. Etika merupakan suatu ilmu tentang kesusilaan dan 

perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan 

aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika adalah kewaijban dan 

tanggungjawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat.  

Sementara itu Sidi Gazalba dalam karya klasiknya, Sistematika Filsafat, 

menyuguhkan beberapa pengertian etika dari para ahli:  

1. Ensiklopedia Wiker Prins: Etika adalah bagian filsafat yang memperkembangkan teori 

tentang tindakan; hujah-hujahnya dan tujuan yang diarah; diarahkn kepada makna 

tindakan.  

2. New American Encyclopedia: Etika adalah ilmu tentang filsafat moral, tidak mengeanai 

fakta, tapi tentang nilai-nilai; tidak mengenai sifat tindakan manusia, tapi tentang idenya, 

kareana itu bukan ilmu yang positif tapi yang normatif.  

3. A.S. Hornby Dictionart: Etika adalah ilmu tentang moral atau prinsipprinsip kaidah-

kaidah moral tentang tindakan dan kelakuan.  

4. A Handbook of Christiab Ethic: Etika adalah ilmu normatif, memandang manusia 

sebagai tenaga moral, mempertimbangkan tindakan kebiasaaanya dan karakter dengan 

tinjauan tentang benar atau salahnya, kecendrungannya kepada yang baik dan buruk.  
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Etika Politik mencakup kajian mendalam tentang norma-norma, nilai-nilai, prinsip-

prinsip moral, dan standar perilaku yang mengatur aktivitas politik dalam suatu masyarakat 

atau Negara.  Etika politik tidak sekadar mengatur bagaimana individu atau lembaga politik 

seharusnya bertindak, tetapi juga menentukan bagaimana keputusan politik dibuat, 

dipertanggungjawabkan, dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai 

moral yang relevan.  

Dalam konteks lembaga legislatif seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), etika 

politik sangat penting. DPR merupakan lembaga yang mewakili suara rakyat dalam proses 

pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintahan. Etika politik dalam DPR 

menyangkut kewajiban anggota DPR untuk bertindak secara jujur, adil, dan transparan 

dalam menjalankan fungsi-fungsinya. 

Aspek keadilan menjadi fokus utama dalam penerapan etika politik di DPR. Keadilan 

sosial, ekonomi, dan politik harus tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang dihasilkan 

oleh DPR. Keadilan sosial berarti memastikan bahwa kebijakan publik memberikan manfaat 

yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memihak kepada kelompok tertentu. 

Keadilan ekonomi menuntut distribusi sumber daya ekonomi secara adil, sehingga 

kesenjangan sosial dan ekonomi dapat diminimalkan. Sementara itu, keadilan politik 

menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam 

proses politik dan untuk diwakili dengan setara di dalam DPR.  

Implementasi etika politik yang baik di DPR juga mengharuskan transparansi yang 

tinggi dalam semua tahapan proses legislasi dan pengawasan.  Keputusan-keputusan yang 

diambil harus didasarkan pada konsiderasi yang matang terhadap kepentingan publik dan 

dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan. 

Akuntabilitas juga menjadi unsur krusial, di mana anggota DPR bertanggung jawab atas 

keputusan-keputusan yang mereka buat kepada konstituen dan masyarakat umum.  

Dengan menerapkan etika politik yang kuat, DPR dapat memperkuat legitimasi 

mereka sebagai wakil rakyat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi 

politik. Hal ini tidak hanya menciptakan kondisi yang lebih stabil secara politik, tetapi juga 

mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.  Dengan demikian, 

pentingnya etika politik dalam pembangunan bangsa melalui lembaga DPR tidak dapat 

dipandang remeh, karena hal ini menentukan arah dan karakter dari demokrasi dan 

pemerintahan yang ada.  

 

 

KESIMPULAN 

Etika politik yang kuat dalam DPR sangat penting untuk memastikan bahwa anggota 

DPR menjalankan tugas mereka dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang 

tinggi. Ini tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral dan perilaku 

yang diharapkan, tetapi juga representasi yang baik terhadap kepentingan publik yang 

mereka wakili. Etika politik juga menekankan pentingnya kolaborasi, konsensus, dan 

penghormatan terhadap proses hukum serta konstitusi sebagai fondasi dari kegiatan 

legislatif. 

Dengan menerapkan etika politik yang kokoh, DPR dapat memperkuat legitimasi 

mereka sebagai wakil rakyat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi 

politik, dan mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh 

karena itu, pengembangan dan penerapan etika politik yang baik di DPR tidak hanya 

merupakan kewajiban moral, tetapi juga krusial untuk membangun demokrasi yang kuat 

dan menghormati nilai-nilai Pancasila sebagai landasan negara. 
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